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ABSTRAK

Maraknya pengolahan makanan yang bermacam-macam membuat konsumen
bingung untuk memilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram.
Makanan yang dikonsumsi oleh konsumen khususnya konsumen Muslim haruslah yang
halal. Jaminan kehalalan dan kepastian hukum suatu produk makanan dapat diwujudkan
dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk makanan
tersebut. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenunhi
kaedah syariah yang ditetapkan dalam penetapan suatu produk, dalam hal ini berkaitan
dengan sistem organisasi halal/sistem internal perusahaan yang telah diterapkan.

Dalam karya ilmiah ini, jenis penelitiannya adalah field research dan sifatnya
adalah deskriptif analitis. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data
yaitu dengan observasi, wawancara, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan
yuridis, normatif dan sosiologi hukum Islam serta menggunakan analisis data dengan
metode induktif. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko makanan yang sudah
bersertifikat halal dan toko makanan yang tidak bersertifikat halal.

Studi ini menggunakan beberapa teori yaitu teori perlindungan konsumen,
panduan umum sistem jaminan halal LPPOM MUI, dan ‘urf. Toko makanan bersertifikat
halal merupakan toko makanan yang sudah melaksanakan sistem organisasi hala yang
telah ditetapkan dalam panduan umum sistem jaminan hala LPPOM MUI. Dengan
melaksanakan sistem organisasi halal maka toko makanan tersebut sudah melaksanakan
‘urf yang shohih dan melindungi konsumen dari pengolahan makanan yang tidak halal.
Sedangkan toko makanan yang tidak bersertifikat halal tidak melaksanakan apa yang
telah ditetapkan dalam panduan umum sistem jaminan hala LPPOM MUI yaitu
melaksanakan pembuatan sertifikat halal. Sistem organisasi halal dalam toko makanan
tersebut termasuk dalam “urf yang shahih/baik karena mereka menjamin bahwa makanan
yang mereka sgjikan adalah halal. Merekajugaingin melindungi konsumen dari makanan
yang tidak halal meskipun toko makanan tersebut tidak bersertifikat halal.

KataKunci  : Sistem Jaminan Hala, Sistem Organisasi Halal, Toko Makanan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan

tranditerasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987

dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin K eterangan
\ Alif ¢ -
< Ba’ B Be
(& Ta T Te
< Sa’ S es dengan titik di atas
@ Jim J Je
@ Ha’ H ha dengan titik di bawah
'C Kha Kh ka-ha
2 Dal D De
3 Zal z zet dengan titik di atas
B Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
g3 Syin Sy es-ye
P Sad S es dengan titik di bawah
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4 Dad D de dengan titik di bawah
b Ta T te dengan titik di bawah
b Za’ z zet dengan titik di bawah
¢ ‘ain ‘ Komaterbalik di atas
¢ Ghain G Ge
3 Fa’ F Ef
S Qaf Q Ki
& Kaf Ka
J Lam L El
e Mim M Em
o Nun N En
9 Wau w We
2 Ha’ H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof
S Ya’ Y Ya
B. Voka
1. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
S — Fathah A A
(m———————— Kasrah | |
SE— Dammah U U
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Contoh:

8 —> kataba Joeo — swlila

2. Vokal Rangkap

Tanda Nama Huruf Latin Nama
S Fatkhah dan ya Ai a-i
9 Fatkhah dan wau Au a-u

3. Vokal Panjang

Tanda Nama Huruf Latin Nama
f Fatkhah dan alif A adengan garis di atas
;s Fatkhah dan ya A adengan garis di atas
& Kasrah dan ya I i dengan garis di atas
9 Zammah dan ya U u dengan garis di atas
Contoh :
JB—> qala ;e —> qila
) —> rama Je — 5 yaqilu

C. Ta’ Marbutah
1. Trandliterasi ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan

dammah transliterasinya adalah “t”.

viii



2. Tranditeras ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transiterasinya
adalah “h”.

Contoh:

d>db —> talhah

3. Jika ta” marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-", dan
bacaannya terpisah, maka ta’ marbutah tersebut ditransiterasikan dengan
“ha”/h.

Contoh:

Jubi drg9y ~ — raudah al-atfal

8yslt Al — al-Madinah al-Munawwarah

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Trandliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama,
baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

Jy — nazzala

A —» al-birru

E. KataSandang “J!”
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu

“J1”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang



yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
Qamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditrandliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “ ” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

J-?:J‘ —  ar-rajulu

dded! —>  as-sayyidatu

2. Katasandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrandliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

(..\55‘ — al-galamu

gl — al-badi'u

F. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditranditerasikan dengan

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di



akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam
tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

se® —» syai’un
Qf\ — umirtu

;}J\ — an-nau’u

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam
tranditerass huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awa kata sandang pada
nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan

kalimat.

Contoh:

Jewy ¥ dot Ly —  Wama Muhammadun illa rasal

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

tranditerasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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KATA PENGANTAR
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan
hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenunhi
kebutuhannya. Menurut Undang-Undang, yang dimaksud dengan konsumen
adalah: “Setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.””*

Pola mengkonsumsi suatu makanan diatur dalam gjaran Islam yang disebut
dengan syariat. Dalam garan Syariat tidak diperkenankan bagi kaum Muslim
untuk mengkonsumsi makanan tertentu karena substansi yang dikandungnya atau
proses yang menyertainya tidak sesuai dengan Syariat tersebut. Makanan harus
senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan
harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

KH. Ma’ruf Amin? menyatakan bahwa makanan halal haram bukan hanya
masalah umat Muslim sgja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas

pada umumnya. Hal ini sgjalan dengan ketentuan Syariat |slam yang menegaskan

! Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

2 KH. Ma’ruf Amin, “Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat”, Jurnal Halal No 101
(Jakarta: LPPOM MUI, 2013), HIm. 29.



bahwa tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini
adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Lantas
bagaimana mungkin ibadah dan doa seseorang dapat diterima oleh Allah, jika
makanan dan minumannya tidak suci dan baik. Karena itu, agar ibadah dan doa
diterimaoleh Allah, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan
minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan thayyib-nya, sebagai bagian dari

syarat diterimanyaibadah dan doa.

Makanan halal dan thyyib (baik) merupakan ha yang ditetapkan dalam

syariat I1slam seperti yang ditegaskan dalam firman-Nya:

S s oS ) Ollagid) g 1gns Uy Lk YO o)W1 8 2 161 a1 gl b

Selain itu, ada hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman
sesuatu yang dikonsumsi, yaitu:
A gl ) ed U e S gela Silgria el Lagrg o ol Hly c SIS
Yao 159 dld |yl
Pada masa lampau pengolahan makanan masih sederhana dan juga

komunikasi konsumen kepada produsen masih dapat dilaksanakan secara

langsung. Namun pada masa kini, pengolahan makanan menjadi sangat kompleks.

% Al Bagarah (2): 168

* Hadis Riwayat Muslim



Pembangunan ekonomi ditentukan oleh keberhasilan di bidang sektor riil.> Untuk
mencapal keberhasilan di sektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi
yang melibatkan pelaku ussha. Produsen atau pelaku usaha® menggunakan
berbagai bentuk teknologi untuk melakukan produksi. Pelaku usaha hendak
memperoleh laba yang sebesar-besarnya di tengah ketatnya persaingan usaha,
sedangkan konsumen menginginkan produk bermutu dengan harga yang

terjangkau.

Kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk telah terjadi di
Indonesia dan telah merugikan banyak pihak serta menimbulkan keresahan
masyarakat. Diantaranya yaitu haramnya mikroba yang dipakai dalam proses
fermentasi tetes tebu menjadi monosodium glutamate (MSG) — Ajinomoto pada
tahun 2000, yang sebelumnya telah dinyatakan halal.” Belgjar dari kasus yang
terjadi tersebut, Majelis Ulama Indonesia sangat berperan untuk menentramkan
umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan

lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Mgjelis Ulama Indonesia,

> Sektor riil yaitu beredarnya uang/harta di setiap kalangan melalui kegiatan
usaha dimana semakin cepat perputarannya akan semakin tinggi tingkat pendapatan
maupun perekonomian masyarakat. Lihat, Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu
Kajian Ekonomi Makro (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), him.12.

® Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
menggunakan istilah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Ayat (3)
UUPK).

" Ma’ruf Amin dkk. Himpunan Fatwa MUI Sgjak 1975 (Jakarta: Erlangga, 1975),
HIm. 662-668.



selanjutnya disingkat LPPOM MUI yang bertugas melakukan pengkajian
kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk memberi

kepastian hukum mengenai kehalalan produk pangan.

Berdasarkan hasil diskus dan tuntutan masyarakat umumnya, maka
diusulkan agar MUI dapat membentuk suatu lembaga teknis yang bertujuan untuk
menciptakan keadaan aman dan ketentraman batin masyarakat muslim dalam
mengkonsumsi makanan dengan menghadirkan 76 orang pakar yang terdiri dari
berbagai disiplin ilmu terkait. Melalui suatu rapat pengurus dewan pimpinan MUI
dikeluarkan surat keputusan MUI, nomor: Kep-018/MUI/1/1989 tentang
Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis

Ulama Indonesia (LPPOM MUI), tertanggal 6 Januari 1989.%

Melihat berbaga redlita produk olahan yang haram dan berbahaya,
ternyata masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan
sertifikasi halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar Industri Kecil dan
Menengah (IKM) di Indonesia, bahwa produk yang dihasilkan perlu dijamin
kehaldlannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Terlebih lagi produk-produk yang mereka pasarkan berada dalam daerah yang

mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai
macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, juga memberikan

8 http://www.hala mui.org/mui 14/index.php/main/go to section/2/31/page/1l

diakses pada tanggal 3 Februari 2016.




keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat
halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan
internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang
hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan

bebas.

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan
kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses
produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi
umat adalah halal. Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sebuah sistem yang
dibangun oleh perusahaan, diimplementasikan, dipelihara dan diperbaiki oleh
perusahaan itu dalam rangka menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan

secara konsisten.

Komponen sistem jaminan hala harus diuraikan secara tertulis, meliputi:
kebijakan halal, panduan halal, organisasi mangemen halal, Sandard Operating
Procedures (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentas,
sosialisasi, pelatihan, komunikasi eksternal dan internal, sistem organisas

halal/audit internal, tindakan perbaikan dan kgji ulang manajemen.®

Jaminan kehalaan dan kepastian hukum suatu produk dapat diwujudkan
diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal yang menyertai suatu
produk. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat hala tersebut

memenuhi kaedah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu

® Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM — MUI Tahun 2008



produk, dalam hal ini berkaitan dengan sistem organisasi hala yang telah

diterapkan oleh suatu perusahaan.

Sistem organisasi hala bukan merupakan sebuah nama organisas,
melainkan sebuah sistem audit internal *° yang terdapat di dalam suatu perusahaan.
Daam sistem organisasi hala diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas
perwakilan top managemen dan bidang-bidang yang terkait antara lain: riset dan
pengembangan (research and development/R & D), pengendaian dan
pengawasan mutu (quality assurance/quality control), pembelian (purchasing),
produksi (production), dan pergudangan.! Sisten organisasi halal sudah
dicantumkan dalam suatu buku panduan LPPOM MUI yang harus dilaksanakan
oleh setiap perusahaan makanan yang sudah mendapat sertifikat halal dari Maelis

Ulama Indonesia.

Daam hal ini penyusun akan meneliti toko makanan yang terdapat di
daerah Jalan Taman Siswa, Y ogyakarta. Di sepanjang Jalan Taman Siswa terdapat
banyak toko makanan yang sudah bersertifikat halal dan tidak bersertifikat halal.
Penyusun akan memfokuskan objek pendlitian ini dengan mendliti lima toko
makanan yang sudah bersertifikat halal dan lima toko makanan yang tidak
bersertifikat halal. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk

menganalisis sistem organisasi halal yang dilihat dari sudut pandang yuridis,

1% Sistem audit internal merupakan sistem internal sebuah perusshaan. Sistem
organisas halal ini memang harus ada dalam setiap perusahaan karena sistem ini
merupakan sebuah sistem audit internal.

! Burhanuddin, Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal (Maang:
UIN MALIKI, 2011), HIm. 154.



normatif dan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, penyusun merumuskan
sebuah penelitian dengan judul “Analisis Sistem Organisasi Hala Terhadap
Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus

Di Jalan Tamansiswa Y ogyakarta).”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis

mengemukakan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem organisasi halal terhadap makanan yang bersertifikat hala
dan tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimana tinjauan yuridis, normatif dan sosiologi hukum Islam terhadap

sistem organisasi halal?

C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Pendlitian
a. Menjelaskan sistem organisasi hala yang sudah tercantumkan dalam
sistem jaminan hala terhadap makanan yang sudah bersertifikasi halal dan
makanan yang tidak bersertifikasi halal.
b. Menganalisis sistem organisas haa berdasarkan tinjauan vyuridis,

normatif dan sosiologi hukum Islam.



2. Manfaat Pendlitian
Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu:*?

a Manfaat teoritis
Karya penditian ini diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan dan pemahaman jaminan perlindungan dan kepastian hukum
terhadap makanan yang bersertifikat halal dan tidak bersertifikat halal.
b. Manfaat praktis
Karya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran

kepada pelaku usaha agar bertindak jujur dalam melaksanakan usahanya.

D. Tdaah Pustaka

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif dan tidak
adanya pengulangan dalam penelitian, dan juga untuk mempermudah pembahasan
skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang
diangkat penulis. Dalam hal penelitian tentang sistem organisasi hala dalam

pencantuman sertifikat halal terdapat beberapa literatur diantaranya:

Skripsi karya Ati” Khoiriyah Nurhidayati (2012) yang berjudul Sertifikasi
Halal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan

Kesehatan Hewan (Dalam Perspektif Hukum Islam). Skripsi ini membahas

2 Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan
manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkenaan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan yang dimaksud. Sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat yang
berkaitan dengan program pembangunan wilayah. Lihat Hadi Sabari Y unus, Metodol ogi
Penelitian Wilayah Kontemporer, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010), him. 27-28.



tentang sertifikasi hala yang terdapat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2009
Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan serta dampak bagi pemerintah dan

masyarakat.’?

Skripsi karya Wibowo Suryo Pryogo (2013) yang Berjudul Pemalsuan
Sertifikas Lebel Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan. Skripsi ini membahas

tentang hukuman ta’zir bagi pelaku pemalsuan sertifikasi label halal MUI.**

Skripsi karya Nur Tanti Khanifah (2015) yang berjudul Pengaruh Faktor
Sosial, Pribadi, Dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dalam
Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Al Munawwir
Krapyak Bantul Yogyakarta). Skripsi in membahas tentang pengaruh positif faktor
sosia, pribadi dan psikologis terhadap keputusan pembelian makanan berlabel

halal .t®

Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal®, yang
disusun oleh Burhanuddin. Buku ini membahas tentang perlindungan konsumen

dan sistem organisasi halal dalam sertifikasi halal.

3 Ati’ Khoiriyah Nurhidayati, Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Dalam Perspektif Hukum
Islam). Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012, tidak diterbitkan.

“ Wibowo Suryo Prayogo, Pemalsuan Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam
Produk Pangan. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013, tidak diterbitkan.

5 Nur Tanti Khanifah, Pengaruh Factor Social, Pribadi, Dan Psikologis Terhadap
Keputusan Pembelian Makanan Dalam Kemasan Berlabel Hala (Studi Pada Santri
Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta). Skripss UIN Sunan
Kalijaga, 2015, tidak diterbitkan.

1 Burhanudiin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi
Halal, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).



Sertifikast Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di
Indonesia)*’ yang disusun oleh Sofyan Hasan. Buku ini membahas secara detail

sertifikas halal dalam hukum positif.

Sgauh penelusuran penyusun belum ada penelitian secara khusus yang
membahas tentang sistem organisasi hala terhadap makanan yang ditinjau dari

yuridis, normatif dan sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka
dibutuhkan adanya kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam
melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan. Kerangka teoritik dalam
penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk membuat jelas bagaimana sistem
organisas haal dilihat dari tiga tinjauan hukum yaitu yuridis, normatif dan

sosiologi hukum Islam.
1. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.*® Perlindungan konsumen mempunyai cakupan

yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat

" Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan
Implementasi Di Indonesia), (Y ogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

'8 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan diperuntukkan kepada
konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan

karena untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif.

Perlindungan konsumen merupakan ha yang sangat penting dalam hukum
Isam. Karena Islan melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai
hubungan keperdataan sgja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara
luas, bahkan menyangkut antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka
perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat 1slam merupakan

kewajiban Negara.™®

Pandangan syariat tentang upaya perlindungan konsumen merupakan
persoalan penting. Perlindungan perlu diberikan kepada pihak konsumen karena
secara umum keberadaannya seldu berada pada kedudukan yang lemah. Ada
beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen

dibanding produsen, yaitu:*

a. Tingginyatingkat ketergantungan terhadap suatu produk.
b. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi.

c. Lemahnyakemampuan tawar menawar secara ekonomis.

19 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), Him. 24.

% Burhanudiin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi
Halal, HIm 1-2.
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2. Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sisterm manajemen yang disusun,
diterapkan dan dipelihara oleh perusshaan pemegang sertifikat halal untuk
menjaga kesinambungan proses produks hala sesuai dengan ketentuan LPPOM
MUI.?* Tujuan penerapan sistem jaminan halal di perusshaan adaah untuk
menjaga kesinambungan proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat

selau dijamin kehaaannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.

Sistem jaminan hala merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses
sertifikas halal. Sedangkan sertifikas halal adalah suatu proses untuk
memperoleh sertifikat hala melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa
bahan, proses produksi dan sistem jaminan haa memenuhi standar LPPOM

MUI.%

Sistem jaminan halal merupakan kerangka kerja yang dipantau terus
menerus dan dikaji secara periodik untuk memberikan arahan yang efektif bagi
pelaksanaan kegiatan proses produksi hala. Ketentuan ini perlu dilakukan
mengingat adanya peluang perubahan baik secara internal maupun eksternal.
Sistem organisasi halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola
seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam
mengelola fungs tersebut, pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen

atau bagian yang terkait dengan sistem berproduksi halal.

2! panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM — MUI Tahun 2008 Him. 7.

2 bid., him. 9.

12



Sistem organisas  haa merupakan sistem organisas  yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem jaminan hala.?® Dalam sistem
organisas halal ini diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas perwakilan top
management dan bidang-bidang yang terkait antara lain: riset dan pengembangan
(research and development/R & D), pengendalian dan pengawasan mutu (quality
assurance/quality control), pembelian (purchasing), produksi (production), dan

pergudangan.

3. Teori ‘Urf

Dalam masaah muamaat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum
dengan syarat kebiasaan tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan umum yang ada dalam syara. Hal ini sesuai dengan kaidah:**

L2 dsWl

F. Metode Penditian

Daam pendlitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagal

berikut:

2 |bid., him. 255.

?* Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2011), Him. 209.
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1. JenisPendlitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field
research). Jenis penelitian lapangan akan dilakukan dengan cara terjun langsung

ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.?

2. Sifat Penditian

Penelitian ini  bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan
pel aksanaan sistem organisasi halal yang dibingkai dalam tinjauan hukum yuridis,
normatif dan sosiologi hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk

menjawab pokok masalah yang telah dipaparkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Daam melakukan penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:
a. Observas

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan
pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung
maupun tidak langsung. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara

langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak

» Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Pendlitian (Yogyakarta: Graha 1lmu,
2010), him.52.
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langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu

peristiwa yang diselidiki.?
b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan interview
pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.?” Dalam pengertian yang lain
wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap
muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan
orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Penyusun akan melakukan
wawancara dengan narasumber yaitu lima toko makanan yag bersertifikat halal
dan enam yang tidak bersertifikat halad. Metode wawancara yang digunakan
adalah metode semi structural (bebas terpimpin). Jadi penyusun sebelumnya
mencatat point-point tertentu lalu wawancara dengan menanyakan point-point

tersebut pada pemilik atau pegawal dari toko makanan tersebut.

c. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah
penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya buku-buku, skripsi, jurnal, dan

sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

% Ahmad Tanzeh, Metodologi Pendlitian Praktis (Yogyakarta: Penerbit Teras,
2011), him. 84,

27 1bid., him. 89.
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4. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif
dan sosiologi hukum Islam. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat
objek hukum karena berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pendekatan
normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum dalam sistem panduan
halal dari LPPOM MUI dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah
yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum Islam
penyusun gunakan untuk melihat bagaimana perilaku pelaku usaha dalam

menyikapi aturan yang sudah ada dengan menggunakan prinsip-prinsip ‘urf.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai metode
induktif,?® yakni dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh yang ditinjau

dari yuridis, normatif, dan sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan mengetahui isi skrips,

penyusun membagi dalam lima bab yang berisi sebagai berikut:

% Dalam metode deduktif ini penelitian dilakukan pada tingkat paling mendasar
sehingga sering peneliti memulai penelitiannya dari titik nol; yaitu pada titik dimana
suatu fenomena itu belum terungkap dalam berbagai teori dan fenomena sosiad yang
terbaca. Lihat Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan
Konseling (Jakarta: Rgjawali Press, 2012), him. 15.
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan keseluruhan
data pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai teori-teori yang akan
digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan ini.
Teori yang digunakan adalah teori perlindungan konsumen sebagal tinjauan
yuridis, sistem jaminan halal LPPOM MUI sebagai tinjauan normatif, dan teori

‘urf sebagai tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga merupakan pemaparan dari objek pembahasan yaitu membahas
letak geografis jalan Tamansiswa dan gambaran sistem organisasi halal terhadap

makanan yang bersertifikat halal dan tidak bersertifikat halal.

Bab keempat merupakan analisis yang dilakukan penyusun membahas
mengenai analisis yang dilakukan atas permasalahan yang diangkat dalam skrips

ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran hasil

analisis yang telah dibahas pada bab keempat.
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BAB I
LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang® menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,® baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak diperdagangkan. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi *
korban produk yang cacat” yang artinya bukan hanya meliputi pembeli, bahkan
korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan
pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari product
liability directive sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan
hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan directive tersebut yang berhak
menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian

atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu

sendiri !

# Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal
1Ayat 2

¥ Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia
di pasaran, bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Lihat Pasal 9 Ayat (1) huruf (e) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan K onsumen.

1 Ahmadi Miru Dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta:
Pt Rgja Grafindo Persada, 2004), HIm. 7.
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Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan

diatas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu:*

a. Konsumen komersial (commersial consumer), adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduks
barang dan/atau jasalain dengan tujuan mendapat keuntungan.

b. Konsumen anatara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan
kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

c. Konsumen akhir (ultimate consumer), adalah setiap orang yang
mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan
memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup
lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari

keuntungan kembali.

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari
pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan
transaks atau tidak, yang sesual dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen
dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau
badan hukum pemakal suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah,

baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.*

% Zulham,Hukum Perlindungan Konsumen,...HIm.17

¥ Muhammad dan Alimin, Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi
Islam (Y ogyakarta: BPFE, 2004), HIm. 129.
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Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang
perorangan sgja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti yayasan, perusahaan
atau lembaga tertentu.® Definis ini sedikit bertentangan dengan definis
konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang
menyatakan, bahwa konsumen hanyalah “setiap orang” dan tidak termasuk di

dalamnya badan hukum atau perusahaan.

Hukum ekonomi Islam tidak membedakan antara konsumen akhir dengan
konsumen antara ataupun konsumen komersial. Karena konsumen dalam Islam
termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik yang dipaka langsung habis
maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduks selanjutnya.
Menurut Islam, keadilan ekonomi Islam® adalah milik semua orang baik

berkedudukan sebagai individu maupun kelompok atau publik.®

Pelaku usaha menurut Undang-Undang®’ adalah setiap orang perseorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaui perjanjian

% |bid., HIm. 130.

¥ Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil
dari Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW serta dari tatanan ekonomi yang dibangun atas
dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbaga macam lingkungan dan setiap zaman. Lihat
Ahmad |zzan dan Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syariah, Ayat-Ayat Al Quran Yang
Berdimensi Ekonomi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), HIm 32.

% Muhammad dan Alimin, Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi
Islam,... HIm.131.

% Pasd 1 Angka 3 Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian
pelaku usaha® dalam undang-undang perlindungan konsumen ini cukup luas

karena meliputi grosir, pengecer dan sebagainya.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan
konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan
produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan dig ukan,
karena banyak pihak yang dapat digugat. Pelaku usaha yang meliputi berbagai
bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud daam UUPK, sebaiknya
ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala
dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai

berikut:*

a. Yang pertama yang digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk
tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh
konsumen yang dirugikan.

b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar
negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak

mencakup pelaku usaha di luar negeri.

¥ Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan,
korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Lihat
penjelasan pasa 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

¥ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,... HIm.
10.
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c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui,
maka yang digugat adalah penjua dari siapa konsumen membeli barang

tersebut.

Daam kegiatan bisnis, sesuatu yang dijadikan sebagai objek perikatan
secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang dan/atau jasa. Undang-
undang menyebutkan pengertian barang dan/atau jasa™ yaitu, barang adalah setiap
benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Produk barang dan/atau jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen
sangatlah beragam jumlahnya. Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan
konsumen terhadap pemakaian produk tersebut, yaitu mula dari kebutuhan pokok
hingga kebutuhan pelengkap yang semuanya perlu mendapatkan perlindungan
konsumen. Dalam hukum kontrak (ekonomi/bisnis),”* agar sesuatu dapat
dijadikan sebaga objek yang merupakan bagian rukun perikatan, maka

pemberlakuannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

“ Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

“! Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah (Y ogyakarta: BPFE UGM, 2009), HIm.
31
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a. Sesuatu yang menjadi objek (barang dan/atau jasa) harus sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Apabila sesuai dengan prinsip syariah, maka
keberadaan objek perikatan akan memberi kemasl ahatan bagi manusia.

b. Adanya keelasan objek (barang dan/atau jasa) sehingga dapat
diserahterimakan.

c. Adanyakepemilikan sempurna terhadap objek perikatan.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena
investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana
ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Perlindungan
konsumen tidak sgja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga
terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipaka untuk menggambarkan
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk
memenuhi  kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.
Undang-undang perlindungan konsumen mengatakan bahwa, perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.** Perlindungan konsumen mempunyai
cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa,
yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga

sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:*®

a

Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
daam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.

Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipas seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksima dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti
materiil dan spiritual.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

“ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen
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Dengan adanya asas perlindungan hukum bagi konsumen, dapat dikatakan

pembentuk undang-undang menyadari bahwa perlindungan hukum bagi

konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu

sis merupakan konsumen, sedangkan sisi yang lainnya pelaku usaha, dan tidak

mungki

yaitu:*

a

n hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus.

Undang-undang perlindungan konsumen dengan jelas mempunyai tujuan,

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi
diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagali konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informas serta akses untuk
mendapatkan informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha.

“ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen
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f.  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produks barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan

dan keselamatan konsumen.

2. Sgarah Perlindungan Konsumen

Sgjarah  perkembangan perlindungan konsumen sgalan dengan
perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian yang pesat
telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada
umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sgenis maupun yang bersifat
komplementer satu terhadap yang lainnya. Pada situasi ekonomi global dan
menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pasar atau memperoleh
kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen,
mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin
ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada

umumnya.

Ide tentang perlindungan konsumen muncul pertamakali di negara-negara
barat, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perlindungan
konsumen.”® Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang

baru namun bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum

“> Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis
Dan Perkembangan Pemikiran (Bandung: Nusa Media, 2008), HIm. 13.

26



asing, namun kalau diteliti dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia
ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sgjak dulu termasuk dalam hukum

adat.

Perlindungan konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan
perlindungan konsumen. Amerika Serikat tercatat sebaga negara yang banyak
memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Era pertama
tahun 1891 - 1914, lahirnya gerakan Perlindungan Konsumen (consumers
movement), Liga Konsumen Naisonal (the national consumers league), dan FTC
(federal trade commission). Era kedua tahun 1930-an, tragedi elixir sulfanilamide
tahun 1937, menyebabkan 93 orang konsumen meninggal dunia, yang mendorong
terbentuknya The Food, Drug And Cosmetics Act pada tahun 1938 yang
merupakan amandemen dari The Food And Drugs Acttahun 1906. Era ketiga
tahun 1960-an, pada Maret 1962 John F. Kennedy menyampaikan consumer
message di hadapan kongres Amerika Serikat yang memformulasikan pokok-

pokok pikiran hak-hak konsumen (consumer bill of right).*

Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada
tahun 1970-an. Ini ditanda dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) pada Mei 1973 dan Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan
Konsumen (LP2K) di Semarang pada Februari 1988. Atas desakan suara-suara
dari masyarakat, kegiatan promisi untuk memperlancar barang-barang dalam
negeri harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat

tidak dirugikan dan kuaitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan

6 1bid., HIm 14-15.
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masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah
memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi
konsumen. Gerakan konsumen di Indonesia mencatat prestasi besar setelah
naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR, yang disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada

tanggal 20 April 1999.%

3. Hak Dan Tanggung Jawab Konsumen

Signifikasi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang
merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena
Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat
disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitus yang mengandung ide negara
kesgahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sgjak abad
sembilan belas® Melaui undang-undang nomor 8 tashun 1999 tentang

perlindungan konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:*°

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

4" Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,...HIm. 45.

“ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis
Dan Perkembangan Pemikiran,... HIm. 33.

“ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jeals dan jujur mengena kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tida sebagaimana mestinya;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa

masal ah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang

paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa

yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak

aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk

diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang

dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak
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membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk
memilih barang dan/atau jasa yang dikendakinya. Jika terdapat peyimpangan yang
merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan,

perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.*

Hak-hak dalam undang-undang perlindungan di atas merupakan
penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesgjahteraan, yaitu pasal 27

ayat (2)*! dan pasal 33*? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Selain memperolen hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga

mempunyai beberapa kewajiban. Diantaranya:*®

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

* Abdul Haim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis
Dan Perkembangan Pemikiran,... Him. 34.

*! pasal 27 ayat (2) ini berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

°2 Pasal 33 ini berbunyi: “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hgjat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

® Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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d.

Mengikuti upaya penyesuaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

4. Hak dan Tanggungjawab Produsen

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan

sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada

para pel aku usaha diberikan hak, yaitu:>*

a Hak untuk menerima pembayaran yang sesual dengan kesepakatan
mengenal kondiss dan nila tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beriktikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku
usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang
diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang
berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang
biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada
barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah.

Dengan demikian yang kepentingan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, ¢ dan d,
sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak
aparat pemerintah dan/atau badan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak
tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan
pelaku usaha. Kewagjiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan
pada huruf b, ¢ dan d tersebut adalah kewgjiban konsumen mengikuti upaya

penyel esaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya >

Selanjutnya, sebagai konsekuens dari hak konsumen yang telah
disebutkan ada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula

kewajiban-kewajiban, yaitu:>®

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

* Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, Hukum Perlindungan Konsumen,...HIm. 51.

® Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
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. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta
tidak diskriminatif;>’

. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta menjamin dan/atau jasa garansi atas
barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;®

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjan.

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha

merupakan salah satu asa yang dikenal dalam hukum perjanjian. Bahwa perjanjian

harus dilaksanakan dengan iktikad baik.>® Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan

beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan bagi konsumen,

> Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan

pelayanan. Pelaku usaha juga dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada
konsumen. Lihat penjelasan pasa 7 huruf (¢) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan K onsumen.

% Y ang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat

diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Lihat penjelasan pasal 7
huruf (€) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

% pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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diwagjibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa. Daam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku
usaha, karena meliputi semua tahapan dalam mealkukan kegiatan usahanya,
sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai
sgjak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya
konsumen hanya diwajbkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/atau jasa. Hal ini tentu sgja disebabkan karena kemungkinan terjadinya
bagi konsumen dimulai segjak barang di rancang/ diproduksi oleh pelaku usaha,
sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha
mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Bersumber dari adanya
iktikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-
kewajiban yang lainnya seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur,
memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang

dan/atau jasa yang diproduksi dan lain sebagainya.

B. Sistem Jaminan Halal

1. Pengertian Sistem Jaminan Halal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, suatu perusahaan harus
mampu memberikan jaminan kehalalan terhadap produk yang ditawarkannya
kepada konsumen. Jaminan suatu produk hala memerlukan sistem yang memuat
jaminan kehalalannya, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun

dari proses produksinya. Untuk mendukung upaya tersebut, LPPOM MUI telah
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menganjurkan setigp perusahaan agar menerapkan peraturan yang kemudian

disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem jaminan hala adalah suatu sistem

mangjemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang

sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan

ketentuan LPPOM MUI.%° Tujuan penerapan sistem jaminan halal di perusahaan

adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi, sehingga produk yang

dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM

MUI.

2. Manfaat Sistem Jaminan Halal

Manfaat penerapan sistem jaminan halal, yaitu:*

Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses
produksi halal.

Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikat halal MUI.
Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat.

Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang
menyebabkan ketidakhalalan produk terkait sertifikat halal.

Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat hala yang

menyebabkan kerugian perusahaan.

Halal

€ pPanduan Umum Sistem Jaminan Halal

® Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi

.. HIm. 149.
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f. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang
dikonsumsinya.

g. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama
menj aga kesinambungan produksi halal.

h. Reward dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan

sertfikat halal) dan pengakuan masyarakat.

3. Sertifikasi Halal

Sistem jaminan halal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses
sertifikas halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat
halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi
dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI.%? Fungsi dari sertifikat
halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga
dapat menenteramkan hati para konsuemen. Kesinambungan proses produksi hala
dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.®® Produsen
yang hendak mengajukan sertifikat halal produknya, disyaratkan menyiapkan hal-

hal sebagai berikut:®*

a. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal;

62 Panduan Umum Sistem Jaminan Halal
& Panduan Umum Sistem Jaminan Halal

64 Sofyan Hasan, Sertifikas Halal Dalam Hukum Positif,... HIm. 251.
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b. Sistem jaminan haal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan
rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan;

c. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan hala ini diuraikan dalam bentuk
panduan halal (halal manual);®

d. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (standard operating
prosedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalaan
produknya dapat terjamin;

e. Bak panduan hala maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan
harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga
seluruh jgjaran dari mulai direks sampai karyawan memahami betul cara
memproduksi produk halal dan baik;

f. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit interna) serta
mengevaluasi apakah sistem jaminan haa dilakukan sebagaimana
mestinya;

g. Untuk melaksanakan huruf f tersebut, perusahaan harus mengangkat
minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal

dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

® Tujuan membuat panduan hala adalah untuk memberikan uraian sistem
manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungs
sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalaan produk tersebut.
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4. Sistem Organisasi Halal
Internal Audit Halal

ol Y
Bagian Pergudangan Quality Research and Produksi
Pembelian Control Devel opment

Sumber: Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI

Bagan di atas menunjukkan model sistem organisas haa. Sistem
organisas halal adalah sistem organisasi yang bertanggungjawab dalam
pelaksanaan sistem jaminan halal. Sistem organisasi halal merupakan organisasi
internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas mangemen
dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungs tersebut, pihak
perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan
sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan tertinggi sampai

tingkat pelaksanateknis di |apangan.

Ditinjau dari segi tujuannya, penyusunan dan penerapan sistem jaminan
halal adalah untuk menjaga kesinambungan proses produks halal, sehingga

produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehaadannya sesua dengan
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ketentuan LPPOM MUI. Oleh karena itu, maka prinsip-prinsip yang ditegakkan

dalam operasional ini adalah:®°

a

Magosid as syariah. Pelaksanaan sistem jaminan halal bagi perusahaan
yang memiliki sertifikat hala MUI mempunyai maksud memelihara
kesucian agama, akal/pikiran, jiwa, keturunan dan harta di samping
loyalitas pada negara;

Jujur. Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan
dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH
serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan yang
tertulis di dalamnya;

Kepercayaan. LPPOM MUI memberikan kepercayaan kepada perusahaan
untuk menyusun sendiri Manual SJH berdasarkan kondisi nyata internal
perusahaan;

Sistematis. SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam
bentuk Manual SJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di
lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri;

Disosialisasikan. Implementasi SJH merupakan tanggung jawab bersama
dari level mangemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH
harus disosiaisasikan dengan baik dan menyeluruh di lingkungan
perusahaan;

Keterlibatan key person. Perusahaan melibatkan personal-personal dalam

jajaran manajemen untuk memelihara pel aksanaan SJH;

% Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif,... HIm. 256.
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g. Komitmen mangemen. Implementass SJH di perusahaan dapat efektif
dilaksanakaan jika didukung penuh oleh top mangemen. Mangemen
harus menyatakan secara tertulis komitmen halanya dalam bentuk
kebijakan halal;

h. Pedimpahan wewenang. Mangemen memberikan wewenang proses
produksi halalnya kepada auditor halal internal, yakni staf atau beberapa
staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh manajemen perusahaan
sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SJH;

i. Mampu telusur. Setiap pelaksanaan fungsi produks halal selalu ada bukti
dalam bentuk lembar kerjayang dapat ditelusuri keterkaitannya;

j.  Absolut. Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus
pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko
rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk;

k. Spesifik. Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik

merujuk pada pemasok, produsen dan negara asal.

5. LPPOM MUI

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama
Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk mendliti,
mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan

maupun turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi
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kesehatan dan dari sisi agama Islam® (yakni hala dan baik untuk dikonsumsi bagi
umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendas,

merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Vis LPPOM MUI addah membudayakan umat Islam untuk
mengkonsumsi produk hala dan mengajrakn kepada seluruh pelaku usaha untuk
memproduks produk halal. Sementara misinya adalah: a Mengintensifkan
pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di
wilayah Indonesia; b) Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi
produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan mengenai produk hala bersama
instansi lain; ¢) Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduks produk
halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instans
lain; d) Mempererat dan memperluas kerjasama dengan lembaga Islam Nasional

dan Internasional yang berorientasi pada Islam.

C. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) “urf berasal dari kata yang terdiri dari

huruf ain, ra dan fa yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang

®7 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif,... HIm. 188.
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dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikena sebagai kebaikan), dan kata

‘urf (kebiasaan yang baik). Badran mengartikan “urf dengan:®
) adll ¥ ol sae Ao ML) 18)as Ladl gf e £ Jad JS 0 ade 1g)lug pUl o3l Lo

e wis ap la Yy

Sebagian ushuliyyin, seperti al Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin,
al-Rahawi dalam syarh kitab Al Mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al asybah
wa al-nazhair berpendapat bahwa ‘urf sama dengan adat. Tidak ada perbedaan
antara keduanya. Namun, sebagian ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan Al
Bazdawi membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya
sebagal salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan
sebagal sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.
Sedang ‘urf adalah kebiassan mayorit as kaum, bailk dalam perkataan atau
perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding ‘urf. Adat mencakup
seluruh jenis ‘urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau
kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan
adat, tetapi tidak disebut ‘urf. Tetapi, dari sisi yang lain, ‘urf lebih umum
dibanding adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedang ‘urf mencakup

perbuatan dan ucapan sekaligus.®

% Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2011), HIm. 388.

% suwarjin, Ushul Figh (Y ogyakarta: Teras, 2012), HIm. 148.
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Dari adanya ketentuan bahwa ‘urf atau adat itu adalah sesuatu yang harus
telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya
dengan ijmak. Namun keduanya terdapat beberapa perbedaan yaitu sebagai

berikut:

a. Dari segi ruang lingkupnya, ijmak harus diakui dan diterima semua pihak.
Bila ada sgjumlah kecil sga pihak yang tidak setuju, maka ijmak tidak
tercapai. Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ijmak yang
tidak diterima oleh beberapa orang sgja, tidak mempengaruhi kesahihan
suatu ijmak. Sedangkan ‘urf sudah dapat tercapai bila ‘urf telah dilakukan
dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh
semua orang.

b. Ijmak adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu,
yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan
kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan ‘urf terbentuk bila yang
melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan
menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

c. Meskipun ‘urf telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun
‘urf dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang
menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijmak (menurut pendapat
kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, akan

tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

" Amir Syarifuddin, Ushul Figh,... HIm. 389.
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2. Macam-Macam “Urf
Ditinjau dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:*
a ‘Urf qauli>$ <) yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan

lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan
itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Contoh ada
seseorang berkata: “Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging.”
Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap
melanggar sumpah, karena kata ’daging” dalam kebiasaan masyarakat
kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti

kambing, sapi, dan lainnya.

b, “Urf fi'li> e <,¢) yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

perbuatan biasa atau muamalat keperdataan. Contoh jua beli tanpa akad

yang dilakukan oleh masyarakat,
Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu: "
a ‘Urf umum (s 2,¢) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi

sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Contoh,

membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian

™ Suwarjin, Ushul Figh,...HIm. 149.

"2 Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2011), Him. 210.
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jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak

tempuh maksimum.

b. “‘Urf khusus (el 2,5 yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada

suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu sgja. Contoh, kebiasaan
masyarakat tertentu yang menjadikan kuitans sebagai aat bukti

pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf dibagi menjadi dua,

yaitu:
a. ‘Urf yang shahih (z>we <) yaitu kebiasaan yang berulang-ulang

dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama,
sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh, mengadakan acara halal bi

halal (silaturahmi) saat hari raya.

b. ‘Urf yang fasid (sl &,5) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat

meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama,
undang-undang negara dan sopan santun. Contoh, berjudi untuk

merayakan suatu peristiwa tertentu.

® Amir Syarifuddin, Ushul Figh,... HIm. 392.
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3. Syarat-Syarat ‘Urf Dijadikan Landasan Hukum

‘Urf bukan merupakan dalil yang dapat berdiri sendiri melainkan
tergantung dalil asli hukum syara, maka ada sgumlah persyaratan yang harus

dipenuhi dalam penggunaan urf, yaitu: ™

a ‘Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
Maksudnya kebiasaan sgumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak
dapat dikatakan ‘urf, adanya sgumlah lain yang tidak melakukan
kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu
sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian berarti
kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat,
sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, ‘urf semacam ini
belum dapat dijadikan hujjah.

b. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini
merupakan kelaziman bagi ‘urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk
diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang ditinggal
mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah
suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai bailk dari segi rasa agama suatu
kelompok, namun tidak dapat diterimaoleh aka yang sehat.

c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada
(berlaku) pada saat itu; bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti

‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau “urf itu datang

™ Suwarjin, Ushul Figh,... HIm. 154.
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kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang

mengatakan:

AU O3 Bl Oyl ea W LAY ads fus sl B0

d. ‘Urf tidak bertentangan dan melaakan dalil syara yang ada atau

bertentangan dengan prinsip yang pasti.

™ Amir Syarifuddin, Ushul Figh,... HIm. 401.
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BAB I11

GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM ORGANISASI HALAL
TERHADAP MAKANAN YANG BERSERTIFIKAT HALAL DAN TIDAK

BERSERTIFIKAT HALAL

A. Gambaran Geografis Dan Demogr afis’

1. BatasWilayah

Batas wilayah Kelurahan Wirogunan adalah sebelah utara berbatasan
dengan Kelurahan Purwokinanti sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan
Sorosutan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Brontokusuman dan

sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Keparakan.

2. LuasWilayah

Secara administrasi, luas wilayah Kelurahan Wirogunan 0,85 km2. Untuk
mempermudah koordinasi, setiap kelurahan terbagi menjadi beberapa rukun
warga (RW) dan setigp RW dibagi menjadi beberapa rukun tetangga (RT).

Kelurahan Wirogunan mempunyai 24 RW dan 76 RT.

3. Kependudukan
Penduduk merupakan titik sentral pembangunan berkelanjutan. Selain itu,

penduduk juga merupakan modal dasar, kekuatan, sasaran, pelaku dan sekaligus

"® Ka. Dinas K ependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Y ogyakarta Tahun 2014
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tujuan pembangunan.”” Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar,
kekuatan dan pelaku pembangunan jika diikuti dengan kualitas yang baik. Namun,
sebaliknya jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas yang baik
justru dapat menjadi penghambat pembangunan. Berdasarkan data dari Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Y ogyakarta,
jumlah penduduk di Kelurahan Wirogunan pada akhir tahun 2014 tercatat 13.946

jiwa, dengan rincian laki-laki ada 7.149 jiwa dan perempuan 6.797 jiwa.

4. Pengamalan Agama

Peningkatan mutu hidup manusia tidak diupayakan secara jasmaniah sga
tetapi juga secara rohaniah, sehingga pembangunan di bidang agama merupakan
bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketagwaan dan
kerukunan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan rohani adalah
penyediaan sarana ibadah bagi penduduk sesuai dengan agama yang dianutnya.
Pada tahun 2014 banyaknya sarana ibadah di Kelurahan Wirogunan yaitu ada 12

magjid, 3 musholadan 3 gergja.

5. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan
masyarakat yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan

merupakan upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan,

" Inpres Nomor 14 Tahun 1999
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keterampilan serta memperluas wawasan. Pendidikan sangat penting karena
merupakan dasar untuk pengembangan pola berfikir konstruktif dan kreatif.
Dengan pendidikan yang memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara
optimal baik secara ekonomi maupun sosia. Oleh karena itu, ketersediaan saran

dan prasarana pendidikan berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangatlah

penting.
Tabd 3.1 Keadaan Pendidikan Kelurahan Wirogunan
Pendidikan L P Jumlah

Tidak/Belum Sekolah 906 922 1828
Belum Tamat SD/Sederajat 546 512 1058

Tamat SD/Sedergjat 391 556 947
SLTP/Sedergjat 683 774 1457
SLTA/Sedergjat 1676 | 1637 3313

Diplomall/ll 30 66 96

Akademi/Diplomalll/SarjanaMuda | 247 335 582
DiplomalV/Stratal 937 902 1839

Strata ll 89 57 146

Strata lll 13 5 18
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6. Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Kelurahan Wirogunan sebagian besar dengan
perincian jenis pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagaimana

terteradalam tabel berikut:

Tabe 3.2 Keadaan Mata Pencaharian Kelurahan Wirogunan

Pekerjaan L P Jumlah
Belum/Tidak Bekerja 1184 | 1074 2258
Mengurus Rumah Tangga - 1560 1560
Pelgjar/Mahasiswa 1283 1117 1400
Pensiunan 185 120 305
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 197 180 377
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 37 5 42
Kepolisian Rl (POLRI) 9 - 9
Perdagangan 57 72 129
Petani/Pekebun 5 4 9
Peternak 1 - 1
Industri 1 - 1
Transportas 1 - 1
Karyawan Swasta 1341 907 2248
Karyawan BUMN 11 13 24
Karyawan BUMD 4 1 5
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Karyawan Honorer 7 9 16

Buruh Harian Lepas 239 72 311
Pembantu Rumah Tangga - 16 16
Tukang Listrik 3 - 3
Tukang Batu 5 - 5
Tukang Kayu 2 - 2
Tukang Las/Pandai Besi 1 - 1
Tukang Jahit il 5 6
Penata Rias - 4 4
Seniman 8 1 9
Tabib il - 1
Penterjemah - 1 1
Imam Magjid 1 - 1
Pendeta 1 - 1
Pastor 2 - 2
Wartawan 2 3 5
Juru Masak - 1 1
Wakil Walikota 1 1 2
Anggota DPRD Prop. 1 - 1
Dosen 26 23 49

Guru 33 82 115
Pengacara 3 1 4
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Arsitek 2 - 2
Konsultan 1 - 1
Dokter 12 17 29
Bidan - 2 2
Perawat 2 9 11
Apoteker - 3 3
Psikiater/Psikolog - 1 1
Pelaut L - 1
Peneliti 2 1 3
Sopir 16 2 18
Pedagang 17 25 42
Biarawan/Biarawati - 1 1
Wiraswasta 771 420 1191
Pekerjaan Lainnya 40 14 54

B. Pelaksanaan Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan
1. Pelaksanaan Sistem Organisass Halal Terhadap Makanan Yang

Bersertifikat Halal

Berdasarkan wawancara bersama pemilik toko makanan yang bersertifikat
halal, penyusun mempunya data. Dari beberapa pemilik toko makanan yang
berhasil penyusun temui ada 5 toko makanan yang sudah bersertifikat halal,
diantaranya: Ayam Bakar Mas Mono, Lesehan Aldan, Waroeng Steak & Shake,

Siomay & Pempek dan Dapur Desa. Kelima toko makanan sudah bersertifikat
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halal namun hanya satu yang bukan merupakan cabang yaitu Dapur Desa. Ayam
Bakar Mas Mono, Lesehan Aldan, Waroeng Steak & Shake dan Siomay &
Pempek merupakan toko makanan yang sudah bersertifikat halal namun hanya
merupakan cabang. Ayam Bakar Mas Mono dan Waroeng Steak & Shake
merupakan cabang dari Waroeng Grup yang pusatnya terletak di Jalan Timoho.
Lesehan Aldan merupakan cabang yang pusatnya terletak di Jalan Gedongkuning.

Siomay & Pempek merupakan cabang yang pusatnyadi Jalan Monjali.

Kelima toko makanan tersebut yang melakukan pengawasan mutu
makanan adalah karyawan itu sendiri. Mereka bersama-sama kerjasama untuk
mel akukan pengawasan mutu makanan karena dari pusatnya tidak melakukannya.
Y ang dimaksud pengawasan mutu makanan di sini yaitu pengawasan dalam hal

pengolahan makanan. Mereka saling bekerjasama dalam hal pengolahan makanan.

Mereka selalu mel aksanakan pemeriksaan setiap bahan yang masuk sesuai
dengan bahan-bahan yang haal. Setiap malam mereka selalu memeriksa bahan
yang kurang dalam melakukan pengolahan makanan untuk besok. Pagi nya
mereka akan melakukan pemeriksaan setiap bahan yang masuk sesua dengan

bahan-bahan yang halal.

Dalan ha pengembangan menu makanan baru mereka tidak
melakukannya karena hal tersebut menjadi wewenang dari pusatnya. Kecuali
untuk Dapur Desa menyediakan menu makanan baru. Mereka akan menyediakan
menu makanan baru jika pembeli yang meminta. Dalam hal menyediakan menu

makanan baru mereka juga melakukan pengawasan terhadap menu makanan baru
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tersebut. Dan untuk bahan-bahan nya mereka juga memeriksanya seperti menu

makanan yang lama.

Daam melakukan pengolahan makanan, mereka menjamin kehalalan
makanan tersebut. Mereka melakukan kerjasama dalam ha pengolahan makanan

sehingga mereka bisa menjamin bahwa makanan yang disajikan adalah halal.

Mereka tidak menyimpan bahan makanan di dalam gudang karena mereka
hanya cabang dari toko makanan pusat. Mereka hanya menyimpan bahan
makanan di dalam kulkas. Di dalam kulkas pun mereka hanya menyimpan
bumbu-bumbu masakan. Kecuali untuk Dapur Desa, mereka menyiapkan gudang.
Gunanya gudang tersebut yaitu untuk menyimpan minyak goreng, beras, gula dan
bahan makanan lain yang sekiranya bertahan lama. Bahan-bahan yang tidak tahan
lama akan mereka letakkan di dalam kulkas seperti daging, ikan dan lain

sebagainya.

Pembelian bahan makanan hanya dilakukan oleh Dapur Desa karena
Dapur Desa bukan merupakan cabang. Dapur Desa membeli bahan makanan
setiap harinya. Mereka tidak membeli bahan makanan yang terlalu banyak karena
mereka menjaga agar bahan makanan tersebut tetap fresh. Untuk empat toko
makanan yang lainnya, mereka hanya menerima bahan makanan dari pusat.
Mereka tidak membeli ke pasar atau supermarket karena mereka mendapat
pasokan dari pusat. Yang mereka lakukan adalah melakukan pengecekan bahan

makanan yang sudah datang setiap harinya.
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2. Pelaksanaan Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Yang Tidak

Bersertifikat Halal

Berdasarkan wawancara bersama pemilik toko makanan yang tidak
bersertifikat halal, penyusun mempunyai beberapa data. Dari beberapa pemilik
toko makanan yang berhasil penyusun temui ada 6 toko makanan yang tidak
bersertifikat halal, diantaranya: Mie Ayam & Bakso Pak Sadiye, Soto Ayam &
Tahu Gimbal, Soto Ayam Kampung, Warung Makan Bu Sri, Warung Soto Pak

Unang dan Bakmi Jowo.

Keenam toko makanan tersebut tidak bersertifikat halal. Kenapa? Karena
ada bebergpa aasan yaitu mereka hanya Usaha Kecil Menengah (UKM),
pendapatan di bawah rata-rata, biaya yang maha dan tidak ada pemberitahuan
untuk bersertifikat halal. Karena alasan tersebut mereka tidak mempunyai
sertifikat halal. Mereka mengatakan walaupun toko makanan mereka tidak
bersertifikat halal tapi makanan mereka dijamin tetap hala. Karena mereka
sebagali pemilik sendiri dari toko makanan tersebut tidak ingin mengecewakan

para pelanggannya.

Dari pihak LPPOM MUI sendiri tidek ada sosialisasi terkait sertifikat
halal. Mereka hanya menjalankan apa yang sudah dijalankan selama bertahun-
tahun walaupun toko makanan mereka tidak bersertifikat halal. Pemilik Mie
Ayam & Bakso Pak Sadiye mengatakan pernah ada sosialisasi tapi hanya di balai
desa. Tidak semua toko makanan diundang khususnya yang UKM karena

pendapatan yang di bawah rata-rata.
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Y ang melaksanakan pengawasan mutu makanan adalah dari pemilik toko
makanan itu sendiri karena di dalam toko makanan itu hanya ada 1 atau 2
karyawan. Mereka tidak mempekerjakan banyak karyawan karena mereka
merupakan UKM. Pemilik toko makanan sendiri lah yang melakukan pengawasan
karena untuk menjaga kepercayaan pelanggan kepada toko makanan tersebut

walau toko makanan tersebut tidak bersertifikat halal .

Pemilik toko makanan sendiri yang melaksanakan pemeriksaan setiap
bahan makanan yang masuk sesuai dengan bahan-bahan yang halal. Pemilik
tersebut melakukan pemeriksaan bahan makanan setiap harinya karena kadar

pemeriksaan yang dilaksanakan hanyalah sedikit.

Daam ha pengembangan menu makanan baru mereka tidak
melaksanakan. Karena menu makanan yang mereka sediakan hanya menu
makanan yang ada di toko makanan tersebut sgja. Mereka tidak menyediakan
menu makanan baru yang ingin dimakan pelanggan. Mereka hanya menyediakan
menu makanan yang ada di toko makanan tersebut tetapi mereka ingin pelanggan

puas dengan menu makanan yang ada di toko makanan tersebut.

Untuk pengolahan makanan, mereka jamin bahwa makanan yang mereka
sgjikan adalah halal. Yang melakukan pengolahan makanan yaitu pemilik toko
makanan itu sendiri dan di bantu oleh 1 atau 2 karyawan yang ada. Itupun pemilik
toko makanan yang memberikan resep kepada karyawannya untuk mengolah

makanan.
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Pemilik toko makanan sendiri yang melakukan pantauan dalam melakukan
pengolahan makanan yang bersih dan bebas dari bahan yang haram. Pemilik toko
makanan yang penyusun teliti ternyata pemilik toko yang suka kebersihan. Jadi
pemilik toko makanan tersebut tidak ingin ada yang kotor selama pengolahan

makanan.

Penyimpanan bahan makanan yang dilakukan toko makanan tersebut
hanya dilakukan di dalam kulkas. Tapi tidak sepenuhnya mereka menyimpan di
dalam kulkas karena menurut mereka kualitas bahan makanannya akan berbeda
dengan bahan makanan yang langsung di masak. Pembelian bahan makanan
dilakukan setiap hari jadi mereka tidak selalu membutuhkan kulkas karena setiap
membeli mereka langsung memasaknya. Begitu pula untuk pembelian bahan
makanan seperti daging, mereka jamin bahwa daging tersebut bersih, hala dan
bebas dari bahan yang haram contoh daging babi. Untuk daging, pemilik toko
makanan sudah bisa membedakan mana daging sapi dan mana daging babi. Untuk
ayam, mereka hanya membeli ayam hidup dan mereka menyembelih sendiri

hewan tersebut.
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BAB IV

ANALISISSISTEM ORGANISASI HALAL TERHADAP MAKANAN

TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Yuridis

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia haruslah makanan dan
minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh serta halal karena berperan sangat
penting bagi kelangsungan hidup manusia. Halal dan haram merupakan bagian
dari keimanan orang Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Secara spontan
seorang muslim, bagaimanapun kualitasnya akan menolak makanan-minuman
yang dinyatakan haram. Tetapi, ketika dihadapkan pada produk-produk pangan
yang diperdagangkan, keyakinan itu harus berbenturan dengan ketidakmampuan
masyarakat menilai dan menganalisa, apakah produk yang akan dibeli itu hala
atau tidak. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa
produk yang dikonsumsi adalah halal, maka toko makanan tersebut perlu memiliki
sertifikat halal. Makanan yang baik atau halal adalah makanan yang dianggap baik
oleh naluri kemanusiaan yang normal atau dianggap baik oleh semua manusia.
Bagi orang Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting lagi yaitu kaitannya
tentang halal atau haram suatu makanan. Umat Islam digarkan memakan
makanan yang bersih dan sehat. I1slam sangat memperhatikan tentang sumber dan

kebersihan makanan, cara memasak, menghidangkan dan memakan makanan.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan hala berangkat dari

informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas
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dari produk pangan yang mereka konsumsi. Pencantuman label hala yang
transparan akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleks dan
mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu,
pencantuman label halal tersebut harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga
menunjukkan adanya iktikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-
hak konsumen. Karena, selain untuk menjamin aspek kesehatan juga bahkan yang
sangat penting adalah sebaga wujud bentuk bentuk pemberian jaminan

perlindungan dan kepuasaan batiniah masyarakat.

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda
tetapi mempunyal keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikas halal
adalah diterbitkannya sertifikat hala apabila produk yang dimaksudkan telah
memenuhi  ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal dilakukan oleh
lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari
sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang
dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah
pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk
menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.
Begitu pula, setigp pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus
memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifiket halal MUI, ijin

pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah.

Sdah satu peraturan yang menaungi atas ketentuan sertifikas dan
labelisasi hala yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan hala dalam
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label tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan,
bahan tumbuhan pangan atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam

memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.

Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal 8. Oleh karena itu, toko
makanan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan
sertifikas halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan hala yang tidak
valid. Suatu toko makanan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid
dapat dikenakan sanksi sesual dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk

sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Toko makanan yang sudah bersertifikat hala sudah dijamin kehaladannya
dalam ha pengolahan makanan karena sudah melalui prosedur sistem jaminan
halal yang ditentukan olen LPPOM MUI. Toko makanan tersebut juga sudah
diawas oleh LPPOM MUI. Terkadang dari Dinas Kesehatan pun melakukan

pengecekan terhadap toko makanan tersebuit.

Sistem organisasi halal bagi toko makanan yang bersertifikat halal sudah
sesuai dengan sistem organisasi halal yang ditetapkan dalam buku panduan umum
sistem jaminan hala LPPOM MUI. Sistem organisas hala yang dijalankan
berada di kepengurusan pusat. Sedangkan yang penyusun teliti tidak sepenuhnya
menjalankan sistem organisasi halal karena toko makanan tersebut hanya anak
cabang. Sistem organisasi hald yang tidak sepenuhnya dijalankan oleh toko
makanan yang anak cabang yaitu mengenai bagian pengembangan mutu makanan.

Untuk toko makanan yang cabang tidak mengembangkan menu makanan baru
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karena menu makanan sudah ditetapkan dari pihak pusat. Mereka hanya

menjalankan apa yang sudah ditetapkan dari pihak pusat.

Sistem organisasi hala yang berupa bagian pengembangan mutu makanan
menurut penyusun tidaklah terlalu penting untuk toko makanan yang cabang.
Karena bagian pengembangan mutu makanan dilaksanakan dari pihak pusat. Dari
pihak cabang, mereka hanya melakukan 4 sistem organisasi halal. Toko makanan
cabang tersebut sudah melakukan sesua dengan sistem organisas hala yang
ditetapkan dari LPPOM MUI. Walaupun sistem organisasi hala yang penyusun
teliti tidak sepenuhnya dijalankan oleh toko makanan yang cabang tapi sistem
organisas hala tersebut tetap dijalankan sepenuhnya oleh pihak pusat. Untuk
konsumen, memang tidak mengetahui tentang sistem organisasi hala tersebut
tetapi mereka yakin bahwa toko makanan yang sudah bersertifikat halal adalah

halal.

Sistem organisasi halal bagi toko makanan yang tidak bersertifikat halal
sudah sesual dengan buku panduan umum sistem jaminan hala LPPOM MUI.
Toko makanan tersebut memang tidak bersertifikat halal tapi mereka tetap
melakukan pengolahan makanan yang dijamin kehalalannya. Toko makanan yang

tidak bersertifikat halal membuat kepercayaan dari pihak konsumen berkurang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen tidak dijelaskan bahwa pelaku usaha diwagjibkan untuk membuat
sertifikat halal. Banyak pelaku usaha yang tidak membuat sertifikat halal karena

mahalnya biaya. Apalagi untuk toko makanan yang masih pendapatannya di
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bawah ratarata. Mereka memang tidak bersertifikat halal tetapi untuk

makanannya mereka jamin bahwa makanan di toko mereka adalah halal.

B. Tinjauan Normatif

Berdasarkan perjalanan sgarah pemberlakuan sertifikasi hala di
Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga yang memelopori pemberian sertifikat
halal. Pada kenyataannya sertifikat halal diberikan atas dasar sukarela atau
voluntary, bukan kewagjiban atau mandatory. LPPOM MUI yang sekarang pun,
bukan hanya LPPOM MUI Pusat tetapi juga ada LPPOM MUI daerah dimana
masing-masing daerah ini memiliki otoritas sendiri-sendiri yang tidak tergantung

pada LPPOM MUI Pusat.

Berdasarkan wawancara dengan LPPOM MUI Daerah Kota Y ogyakarta
bahwa mereka tidak menerapkan sistem jaminan halal yang sesuai dengan sistem
jaminan halal dari LPPOM MUI Pusat. Mereka hanya menerapkan satu kali
akreditasi langsung mendapatkan sertifikat halal. Sebenarnya LPPOM MUI
Daerah Kota Yogyakarta sudah mempermudahkan toko makanan yang ada di
wilayah Kota Y ogyakarta dengan mengakreditasi satu kali dalam hal mengajukan
sertifikat halal. Karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha di daerah
Yogyakarta sendiri yang menyebabkan banyak toko makanan yang tidak

bersertifikat halal.

Sistem organisasi halal toko makanan yang bersertifikat halal sudah sesuai

dengan panduan umum sistem jaminan hala LPPOM MUI. Dalam toko makanan
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yang sudah bersertifikat halal ini mempunya kendala yakni mengabaikan salah
satu prinsip-prinsip dalam menjaankan sistem jaminan halal yaitu keterlibatan key
person. Dalam toko makanan ini tidak adanya koordinasi antara pusat dan anak
cabang. Seharusnya dalam menjalankan sistem jaminan halal ini semua pihak ikut

terlibat.

Daam menjalankan sistem organisas halal, semua pihak harus terlibat.
Karena sistem organisasi halal merupakan sistem internal dari suatu perusahaan.
Jika tidak ada keterlibatan semua pihak dalam menjalankan sistem organisasi
halal maka tidak akan berlangsung baik sesuali dengan apa yang ditetapkan dalam

buku panduan umum sistem jaminan hala dari LPPOM MUI.

Seharusnya toko makanan yang bersertifikat hala dari pihak pusat
melakukan koordinasi dengan toko makanan dari pihak cabang. Daam
menjalankan sistem organisasi halal baik dari pihak pusat maupun dari pihak
cabang harus sama-sama berkoordinasi agar sistem jaminan halal yang ditetapkan

oleh LPPOM MUI dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Toko makanan yang tidak bersertifikat halal tidak mengikuti panduan
umum sistem jaminan halal LPPOM MUI. Mereka hanya menjaankan apa yang
menurut mereka benar. Mereka tidak mengerti sistem jaminan halal tetapi mereka

mengolah makanan sendiri tanpa ada campuran bahan yang haram.

Toko makanan yang tidak bersertifikat haa tidak sepenuhnya
menjalankan prinsip-prinsip dalam menjalankan sistem jaminan hala. Prinsip-

prinsip yang mereka jalankan yaitu kejujuran dan menjalankan sistem organisasi
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halal sesua dengan maqosid as syariah. Mereka jujur daam hal mengelola
makanan yaitu bebas dalam hal-hal yang bersifat haram. Walaupun mereka tidak
bersertifikat halal tapi mereka tetap menjalankan sesuai dengan magosid as
syariah yaitu menjaga dari ha-hal yang bersifat haram yang dapat merusak akal

fikiran konsumen.

C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana realisasi dari
keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam
kumpulan wahyu yang disampaikan mselalui Nabi-Nya (Al-Qur’an) dan

penjelasan yang diberikan oleh Nabi mengenai wahyu Allah tersebut (Sunnah).

Sadah satu bentuk kgian hukum Islam yang dapat digunakan untuk
meneliti adalah penelitian hukum Islam sebagal gejala sosial, atau yang dikenal
sebagai studi hukum Islam sosiologis. Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari
sosiologi atau sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil
mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam

tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.”

Ruang lingkup sosiologi hukum menjelaskan pengaruh pola budaya

masyarakat dan tingkah laku sosia terhadap pemikiran dan perubahan hukum.

® Mochamad Sodik, Sosiologi Hukum Islam dan Refleks Sosial Keagamaan,
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah an Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011),
him. 52.
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Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap
pemikiran hukum. Dalam bukunya, Sudirman Tebba mengatakan bahwa
perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada
sistem sosid masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.
Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam
hukum Islam, yaitu ‘urf atau adat kebiasaan.

‘Urf merupakan salah satu metode ijtihad yang menerapkan kebiasaan
suatu kaum mayoritas baik perbuatan maupun perkataan. ‘Urf yang terjadi di jalan
Tamansiswa ini yaitu sebagian toko makanan ada yang sudah bersertifikat halal
dan ada sebagian yang tidak bersertifikat halal. Untuk toko makanan yang sudah
bersertifikat halal termasuk dalam ‘urf yang shahih (benar). Sistem organisasi
halal untuk toko makanan yang bersertifikat hala sudah mengikuti apa yang
ditetapkan oleh LPPOM MUI.

Sistem organisasi halal untuk toko makanan yang tidak bersertifikat hala
tidak bisa dikatakan ‘urf yang fasid karena dalam hal pengolahan makanan
mereka menjamin kehalalannya. Mereka menjamin kehalalannya karena mereka
benar-benar mengawasi dalam ha pengolahan makanan yang ada di dalam toko
makanan tersebut. Menurut penyusun, toko makanan tersebut bukanlah ‘urf fasid
dikarenakan mereka melakukan pengolahan makanan sesuai dengan bahan-bahan
yang dihalalkan.

Toko makanan yang tidak bersertifikat hala mempunya kekurangan
karena mereka tidak mendaftarkan toko makanan mereka kepada LPPOM MUI

untuk melakukan sertifikat halal. Mereka melakukan tersebut karena beberapa
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alasan yaitu karena mereka masih UKM, pendapatan yang masih di bawah rata-
rata, biaya mahal dan tidak ada sosialisas dari LPPOM MUI.

Menurut penyusun, jika ada sosialisasi dari LPPOM MUI terkait makanan
yang hala dan yang haram maka akan memudahkan bagi toko makanan yang
tidak bersertifikat hala untuk menjaga kehalalan makanan tersebut. Toko
makanan yang tidak bersertifikat halal tersebut akan membentuk kelompok kecil
yang membangun sebuah lembaga halal sendiri. Mereka akan membangun
lembaga halal sendiri karena untuk mengurus sertifikat hala di LPPOM MUI
akan membutuhkan biaya yang besar. Mereka akan melakukan pengujian hala
sendiri sesuai apa yang mereka ketahui seputar halal dan haramnya suatu makanan

yang telah disosiaisasikan oleh LPPOM MUI.
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BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan

1. Pelaksanaan Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan

Pelaksanaan sistem organisass hala antara toko makanan yang
bersertifikat halal dan toko makanan tidak bersertifikat halal adalah tidak sama
Untuk pelaksanaan sistem organisasi halal yang bersertifikat halal sudah
mengikuti apa yang ditetapkan oleh panduan umum sistem jaminan halal LPPOM
MUI. Sedang untuk pelaksanaan sistem organisasi halal yang tidak bersertifikat
halal tidak mengikuti panduan umum sistem jaminan halal LPPOM MUI. Tetapi
jika dilihat dari pengolahan makanannya, toko makanan yang tidak bersertifikat
halal pun sudah patut dibilang halal. Karena biasanya yang mengelola toko

makanan yang tidak bersertifikat halal adalah pemilik dari toko makanan tersebut.

2. Analisis Sistem Organisas Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis,
Normatif dan Sosiologi Hukum Islam

Tinjauan Yuridis

Sistem organisasi halal untuk toko makanan yang sudah bersertifikat hala
sudah sesuai dengan panduan umum sistem jaminan hala LPPOM MUI. Toko
makanan yang bersertifikat halal tersebut akan lebih meyakinkan konsumen dalam
membeli makanan dan memberikan kepastian status kehalalan makanan, sehingga

dapat menenteramkan hati para konsumen. Sedangkan sistem organisasi hala
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untuk toko makanan yang tidak bersertifikat halal tidak sesuai dengan panduan
umum sistem jaminan halal LPPOM MUI. Toko makanan yang tidak bersertifikat
halal tersebut tidak memberikan kepastian status kehalalan makanan sehingga
akan mengurangi kepercayaan konsumen dalam hal membeli makanan di toko

makanan tersebut.

Tinjauan Normatif

Toko makanan yang bersertifikat halal tidak sepenuhnya menjalankan
prinsip-prinsip dalam sistem jaminan halal. Toko makanan tersebut mengabaikan
salah satu prinsip dari sistem jaminan halal yaitu keterlibatan key person
(keterlibatan semua pihak). Dalam menjalankan sistem jaminan hala ini, semua
pihak harus terlibat baik dari pihak pusat maupun dari pihak cabang. Mereka

harus bekerjasama untuk mempertahankan sertifikat halal tersebut.

Toko makanan yang tidak bersertifikat halal tidak menjalankan prinsip-
prinsip ddam menjalankan sistem jaminan hala. Mereka hanya menjaankan
prinsip kgjujuran dalam mengelola makanan dan menjaga makanan sesuai

magosid as syariah yaitu menjaga dari akal sehat konsumen.

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Dari hasil penditian tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa toko
makanan yang bersertifikat halal sudah sesuai dengan ‘urf atau kebiasaan yang

baik. Mereka sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dari LPPOM MUI. Sedang
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toko makanan yang tidak bersertifikat halal tidak bisa dikatakan ‘urf yang fasid
karena dalam ha pengolahan makanan mereka menjaga makanan tetap halal.
Mereka hanya tidak mendaftarkan toko makanan nya sgja tetapi mereka
mempunyai alasan yaitu karena mereka UKM, pendapatan masih di bawah rata-

rata, biaya yang mahal dan tidak adanya sosidisasi dari LPPOM MUI.

Menurut penyusun, jika ada sosidlisasi dari LPPOM MUI terkait makanan
yang halal dan yang haram maka akan memudahkan bagi toko makanan yang
tidak bersertifikat hala untuk menjaga kehalalan makanan tersebut. Toko
makanan yang tidak bersertifikat halal tersebut akan membentuk kelompok kecil
yang membangun sebuah lembaga hala sendiri. Mereka akan membangun
lembaga halal sendiri karena untuk mengurus sertifikat hala di LPPOM MUI
akan membutuhkan biaya yang besar. Mereka akan melakukan pengujian hala
sendiri sesuai apa yang mereka ketahui seputar halal dan haramnya suatu makanan

yang telah disosiaisasikan oleh LPPOM MUI.
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B. Saran

Hasil pendlitian yang penyusun kaji, memberikan saran kepada beberapa

profesi yang terkait dengan masalah ini. Diantaranya adalah :

1. Adanya sosidisas yang dilakukan dari LPPOM MUI agar toko makanan
di sana bisa melakukan prosedur sistem jaminan hala yang ditetapkan
oleh LPPOM MUI.

2. Adanyakoordinas antara pemilik pusat dan anak cabang.

3. Adanya kesadaran dari pemilik toko makanan agar melakukan prosedur

sistem jaminan halal.
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Lampiran |

DAFTAR TERJIEMAHAN

Fn

Halaman

Terjemah

Ha sekalian manusia, makanlah yang hala lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.

Y ang haal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan
di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat,
samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia
tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa hati-hati dari perkara
syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama da harga
dirinya.

24

14

Adat kebiasaan itu bisamenjadi hukum.

67

42

Sesuatu yang menjadi kebiassan manusia dan mereka
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer
diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal
dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi
dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya
dalam pengertian lain.

74

49

‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan
hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan
hukum yang datang kemudian.




10.

11.

Lampiran |1

Daftar Wawancar a

Apakah toko makanan di sini sudah bersertifikat halal?

Apakah dari LPPOM MUI sudah memberikan sosialisasi terkait sertifikat halal?

Adakah staf pengendalian dan pengawasan mutu?

Apakah staf tersebut melaksanakan pemeriksaaan setigp bahan yang masuk sesuai dengan
bahan-bahan yang halal?

Adakah bagian untuk riset dan pengembangan dalam pembuatan menu makanan yang baru?
Apakah dalam menyusun perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal?

Dalam menyusun prosedur produksi, adakah jaminan suatu kehalalan makanan?

Adakah pantauan dalam memproduksi makanan yang bersih dan bebas dari bahan yang
haram?

Dalam hal penyimpanan makanan di dalam gudang, apakah dilakukan pantauan secara terus
menerus mengenal bahan-bahan yang disimpan tersebut?

Apakah pembelian bahan makanan dilakukan setiap hari?

Dalam ha pembelian bahan makanan seperti daging, apakah ada jaminan bahwa daging

tersebut bersih dan bebas dari bahan yang haram (contoh seperti daging babi)?
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